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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian 

untuk pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Karanganyar, khususnya 

di Dusun Badran Mulyo, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032.  

B. Saran 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar seharusnya 

meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi 

terkait prosedur dan ketentuan alih fungsi lahan pertanian. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pengurusan izin alih fungsi lahan. 
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